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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas 
efektivitas sistem perpajakan dan kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Metode 
pengambilan sampel dengan cara metode purposive.  
Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis data 
yang terlebih dahulu dilakukan dengan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan 
pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji 
normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi linear berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas 
efektivitas sistem perpajakan dan kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak. Hasil analisis kesadaran membayar pajak 
diperoleh nilai thitung sebesar 2,169 > dari ttabel 2,048, analisis pengetahuan dan 
pemahaman tentang peraturan perpajakan diperoleh nilai thitung sebesar 2,067 > dari 
ttabel 2,048, analisis persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan diperoleh 
nilai thitung sebesar 2,141 > dari ttabel 2,048 dan analisis kualitas layanan terhadap 
wajib pajak diperoleh nilai thitung sebesar 2,440 > dari ttabel 2,048. 
 
Kata Kunci : Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, Persepsi yang baik, 












This research aims to test awareness pay taxes , knowledge and 
understanding of the regulation of taxation , the perception of good over the 
effectiveness of the system of taxation and the quality of services to tax payers pay 
tax impact on the willingness .The population of this research is used in the tax 
agency listed in kpp boyolali pratama .The method by means of a method of sample 
collection purposive . 
That has collected data were analyzed using that data analysis done by 
testing the first classical prior to testing the hypothesis .In the classical testing of this 
research is a test of normality , heteroskedastisitas multikolinearitas test and test 
.Testing the hypothesis of using double linear regression analysis . 
The results of this research showed that the variable awareness pay taxes , 
knowledge and understanding of the regulation of taxation , the perception of good 
over the effectiveness of the system of taxation and the quality of services to 
taxpayers impact on the will pay taxes .The analysis of awareness of paying taxes 
obtained the value of 2,169 thitung & gt; of ttabel 2,048 , an analysis of knowledge 
and understanding of the regulation of taxation obtained the value of 2,067 thitung 
& gt; of ttabel 2,048 , an analysis of the perception of good over the effectiveness of 
taxation systems thitung obtained the value of 2,141 & gt; of ttabel 2,048 and 
analysis of the quality of services to taxpayers obtained the value of 2,440 thitung & 
gt; of ttabel 2,048 .  
Keyword : awareness , knowledge and understanding , a good perception,  














A. LATAR BELAKANG 
 
Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor 
internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor 
internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya 
pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber 
penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan 
penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang 
terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari 
tahun ke tahun. (Arum, 2012) 
Sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. 
Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran 
dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara 
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintah. (Prof. Dr. P. J. A. Andriani) dalam (Kangtoshi, 
2010). 
Fungsi pajak sebagai Budgeter, sebagai sumber dana yang diperuntukkan 
bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya 
pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi Reguler, sebagai 
alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, 
seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, 
demikian pula terhadap barang mewah. Penerimaan perpajakan mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara 
persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini sangat rasional  karena 
pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk 
serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu tahun yang akan 
datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara 
secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungkan pinjaman luar negeri. 
(Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8) dalam (Fery Dwi 
Prasetyo,2006).  
Usaha esktensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah 
dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan 
penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau 
dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha 
kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan 
jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor 
Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah 
dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap 
ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. 
Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai 
wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi 
pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para 
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pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak. (Widayati, 
Nurlis 2010). 
Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, 
disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari 
para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, 
Indonesia menganut sistem self assessment yang memberi kepercayaan terhadap 
wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, 
menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib 
pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. (Widayati, Nurlis 
2010). 
Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti 
dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika 
masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi lain ancaman, 
hukuman, maupun sanksi dalam Undang-undang sudah cukup jelas terhadap 
wajib pajak yang bandel mengabaikan kewajiban pajak. 
Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya 
merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya 
kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil 
pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. 
Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat 
kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, 
dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu 
merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataanya 
tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu 
wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. 
(Widayati, Nurlis 2010). 
Gozali (1976) dalam Handayani  mendifinisikan kesadaran sebagai rasa 
rela melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan 
bermasyarakat. Pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi 
yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan 
sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai 
pengetahuan. (Sudjana 2006) dalam Handayani. Sedangkan memahami adalah 
suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui 
dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007). 
Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka 
seharusnya orang tersebut akan paham akan peraturan yang ada. Persepsi dapat 
dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan pengintepretasian 
terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang 
berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan 
efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa 
jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. (Widayati dan Nurlis, 
2010). 
Penelitian ini mengacu pada Penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang 
menggunakan tiga variabel dalam penelitian mereka, yaitu Kesadaran Membayar 
Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi 
yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan menambahkan satu 
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variabel independen yaitu Kualitas Layanan terhadap wajib pajak, sehingga 
diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Variabel kualitas 
layanan terhadap wajib pajak ini merupakan salah satu variable dari penelitian 
yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati yang menguji 
faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. 
Dari gambaran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna  
memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap dan mendalam sebagai alat 
untuk menguji kebenaran. Maka dari itu penelitian ini diberi judul FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR 
PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA 
BOYOLALI. 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Teori Atribusi (Atribution theory). Pada dasarnya, teori atribusi 
menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, 
mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau 
eksternal (Robbins, 1996). Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib 
pajak untuk membayar pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat 
penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat 
penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun 
eksternal.  
2. Kemauan Membayar Pajak. Kemauan adalah dorongan dari dalam 
diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang 
menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Kemauan 
membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan 
oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, 
pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak 
(Devano dan Rahayu, 2006). Sanjaya (2008) dalam penelitiannya menunjukkan 
bahwa kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, 
persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 
persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam 
pelaksanaan sistem pajak. 
3. Kesadaran Membayar Pajak. Kesadaran wajib pajak dalam 
membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul 
persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan 
masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan 
berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 
Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan 
ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam 
tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang 
dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman 
wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong 
royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan 
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pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi,2006) dalam Hardiningsih 
(2011).  
4. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan 
Perpajakan.Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (syarat-
syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran 
pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus 
melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan 
membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. Pertama, wajib 
pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk 
memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau 
membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk 
membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya 
harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.   
5. Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas System Perpajakan. Persepsi 
yang baik oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Anu (2004) 
dalam penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi 
tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. 
Pertama, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak 
memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. 
Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak 
mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. Kedua, wajib pajak 
menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini 
wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib 
pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ketiga, wajib pajak 
menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah 
pembangunan fasilitas umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan 
Vasquez di tahun 2005 (Bintoro, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib 
pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum 
meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar 
pajak termasuk didalamnya. Keempat, wajib pajak menilai aparat pajak 
memberikan pelayanan dengan baik. 
6. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak. Secara sederhana definisi 
kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa 
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak 
yang menginginkannya. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas 
sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi 
perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak 
akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, 
dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang 
diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan 
kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila 
ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka 
pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara 
efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas 
SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik. 
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7. Penelitian Terdahulu. Widayati dan Nurlis, SE.Ak.Msi (2010) yang 
berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak 
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas ”. Hasil penelitian 
Berdasarkan uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang 
baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan 
faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. 
Winda Kurnia Fikriningrum dan Muchamad Syafruddin (2012) yang 
berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang 
Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)”. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik 
atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) yang berjudul 
“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran 
membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap 
pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh 
terhadap kemauan membayarpajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh 
positif terhadap kemauan membayar pajak. Secara keseluruhan model tersebut 
fit.  
Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi (2009) dengan judul “Dampak  
program sunset policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan 
membayar pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di wilayah 
kpp pratama salatiga)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sunset 
policy memberikan pengaruh positif terhadap ketiga faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemauan membayar pajak. Kebijakan sunset ini direspon secara 
positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan 
membayar pajak. 
Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman dan Umi Pratiwi  yang berjudul 
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KemauanMembayar Pajak Wajib Pajak 
Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa satu-satunya Pengetahuan Variabel dan Pemahaman 
Peraturan Pajak yang mempengaruhi kesediaan Membayar Pajak Wajib Pajak 
orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas . Ini berarti bahwa ada perlu 
ditingkatkan kesediaan untuk membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang 






8. Hipotesis. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan, 
maka perumusan hipotesisnya adalah: 
H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak  
          wajib pajak. 
H2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan  Pajak berpengaruh terhadap 
          kemauan membayar pajak. 
H3 : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem   perpajakan berpengaruh terhadap 
          kemauan  membayar pajak. 
H4 : Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kemauan  
        membayar pajak. 
C. METODE PENELITIAN 
 
1. Jenis Penelitian. Jenis  penelitian ini adalah jenis penelitian 
kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan 
kuesioner ke perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. 
2. Populasi dan Sampel Penelitian. Populasi dalam penelitian ini 
adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, adapun sampel 
penelitian adalah sebagian wajib pajak yang berbentuk badan usaha yang terdaftar 
di KPP Pratama Boyolali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan Purposive Sampling dengan kriteria 
sampel sebagai berikut : 
1. Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. 
2. Wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto setahun ≥ 4,8 M. 
3. Wajib pajak badan yang tertib dalam melaksanakan perpajakan atau SPT 
selama 5 tahun berturut-turut. 
3. Jenis Data dan Sumber Data. Data yang digunakan yaitu data 
primer dengan menyebarkan kuesioner ke perusahaan yang berbentuk badan 
usaha yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Sumber data berasal dari para 
wajib pajak yang berbentuk badan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. 
Kuesioner diadopsi dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010) dan Pancawati 
Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011). 
4. Definisi Operasional Variabel. Operasionalisasi variabel dalam 
penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang telah disiapkan dan 
menggunakan skala likert yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan 
pilihan sebagai berikut  yaitu Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = 
Tidak Setuju (TS), Angka 3 = Netral (N), Angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat 
Setuju (SS). Variable-variabel tersebut adalah : 
a. Kesadaran Membayar Pajak 
Gozali (1976) dalam Handayani (2007) mendifinisikan kesadaran 
sebagai rasa rela melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat. Indikator kesadaran membayar pajak menurut 
(Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012 ) antara lain: 
1. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan 
2. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan 
fungsi dan tugas pemerintah. 
3. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar. 
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4. Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai 
warga Negara. 
b. Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan 
Pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang 
dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan 
sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai 
pengetahuan. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk 
menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 
menginterprestasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007 dalam 
Handayani, 2007). Indikator pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan 
Perpajakan menurut Widayati dan Nurlis (2010) antara lain: 
1. Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan. 
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan. 
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran 
perpajakan. 
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak. 
5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi. 
6. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training. 
c. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan 
Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, 
penginterprestasikan terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga 
merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri 
individu. Sedangkan efektifitas memilikki engertian suatu pengukuran yang 
menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah 
tercapai. Indikator persepsi efektivitas sistem perpajakan menurut Widayati 
dan Nurlis (2010) antara lain: 
1. Pembayaran pajak melalui e-Banking 
2. Penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling. 
3. Penyampaian SPT melalui drop box. 
4. Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet. 
5. Pendaftaran NPWP melalui e-Register. 
d. Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak 
Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan 
kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang 
dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. 
Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. 
(Hardiningsih dan yulianawati, 2011). Indikator kualitas layanan terhadap 
wajib pajak menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) antara lain: 
1. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi skill, knowledge, 
experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi 
pajak, dan perundang-undangan. 
2. Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik. 
3. Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 
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4. TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses 
pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. 
5. Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi 
perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada wajib 
pajak menjadi semakin nyata. 
e. Kemauan Membayar Pajak 
Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya 
merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. 
Kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) dapat diartikan sebagai 
suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan 
peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara 
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana 
dan Priyo, 2009 dalam Handayani dkk, 2007). Indikator kemauan membayar 
pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) antara lain: 
1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak. 
2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak. 
3. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak. 
4. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak. 
5. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak. 
5. Metode Analisis Data. Metode analisa data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji kualitas data, dan uji 
hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda. 
a. Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
penyimpangan dalam model regresi. Ada tiga macam uji asumsi klasik yang 
dipakai dalam penelitian ini yaitu: 
1) Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 
regresi yang baik adalah memiliki ditribusi data normal atau mendekati 
normal. Untuk melihat  normalitas adalah dengan menggunakan uji 
statistik non parametrik Kolomogrov-Smirnov (K-S). Jika nilai 
probabilitasnya lebih dari tingkat kepercayaan 5% maka model regresi 
memenuhi asumsi normal (Ghozali, 2011:58) 
2) Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 
independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 
dengan nol. Multikolinearitas dapat dilihat juga dari nilai tolerance dan 
besaran VIF (Variance Inflation Factor), yaitu jika besaran VIF < 10 dan 
Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nilai cut off yang 
umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 
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nilai VIF > 10 dan Tolerance < 0,10 maka terjadi multikolinearitas 
(Ghozali, 2011 :105-106). 
3) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka dapat disebut Homokedastisitas dan jika 
berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 
adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
Pada model regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan 
variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah 
dengan menggunakan uji Glejser atau absolut residual dari data. Apabila 
hasil regresi untuk masing-masing variabel menunjukkan hasil signifikan 
diatas tingkat kepercayaan atau signifikan 5% maka model regresi tidak 
mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali 2011:139). 
b. Uji Kualitas Data 
Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas 
dan uji reliabilitas. 
a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner 
tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung  
dengan nilai r table untuk degree of freedom (df) n= -2, dalam hal ini 
adalah jumlah sampel, pada taraf signifikan 5%. Pengujian validitas 
instrumen akan dilakukan dengan korelasi product-momen pearson. Jika 
nilai rhitung  > rtabel berarti item dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai rhitung 
< rtabel berarti dinyatakan tidak valid (Ghozali 2011:53). 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuisioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 
dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS 
memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 
Cronboach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai Cronboach Alpha > 0,70. Cronboach Alpha adalah 
koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu 
kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Ghozali 2011:47). 
c. Uji Hipotesis  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi linear 
berganda yang disertai dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). 
1) Analisis  Regresi Liner Berganda 
Model penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (lebih 
dari satu variabel independen) terhadap satu variabel dependen dengan 
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menggunakan skala likert. Persamaan regresi linier berganda adalah 
sebagai berikut: 
Y = α + β X1 + β X2 + β X3 + β X4 + ε 
Dimana : 
Y = Kemauan Membayar Pajak 
α = Konstanta 
β=  Koefisien Regresi  
X1 = Kesadaran Membayar Pajak 
X2 = Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan 
X3 = Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas System Perpajakan 
X4 = Kualitas Layanan Terhadap Wajib Pajak 
ε=  eror 
2) Uji t 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 
variabel dependen. Pengujian tersebut mengunakan tingkat signifikan 
5%. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai ttabel (α/2;n-k), untuk 
menentukan dukungan terhadap hipotesis. Jika nilai thitung > ttabel maka H0 
ditolak dan Hipotesis alternatif (Ha) terdukung secara statistik, artinya 
masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Jika nilai thitung < ttabel  maka H0 diterima dan Hipotesis 
alternatif (Ha) tidak terdukung secara statistik, artinya masing-masing 
variabel indepeden tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
(Ghozali, 2011:98). 
3) Uji F  
uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 
Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05. Apabila nilai Fhitung  
> Ftabel (α; k-1; n-k) pada taraf signifikan 0,05 maka model fit dan apabila 
Fhitung < F tabel pada taraf signifikan  0,05 artinya model tidak fit (Ghozali, 
2011:98). 
4) Koefisien Determinasi (R2) 
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R squared) digunakan untuk 
mengukur seberapa besar varians variabel independen terhadap 
dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
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yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 
mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varians variabel 
dependen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tepat garis regresi  







D. HASIL ANALISIS  
 
Tabel IV.13 
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 
p thitung Beta Coefficient Variabel 
0,004 -3,124  -9,202 (Constant) 
0,039 2,169 0,300 0,425 KSD 
0,048 2,067 0,261 0,256 PPP 
0,041 2,141 0,280 0,287 PBE 
0,021 2,440 0,253 0,411 KLW 
Adj. R
2
 = 0,733 
Fhitung = 22,922 
Ftabel = 2,69 
ttabel = 2,048
 
Sumber: data primer diolah 2015 
Berdasarkan tabel IV.13 yang merupakan hasil pengujian regresi 
linier berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 
KMP = -9,202 + 0,425 KSD + 0,256 PPP + 0,287 PBE + 0,411 KLW 
Berdasarkan persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut: 
1) Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah berparameter negatif, 
hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi 
yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan kualitas layanan 
terhadap wajib pajak, maka kemauan membayar pajak akan 
mengalami penurunan. 
2) Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran membayar pajak 
(KSD) adalah berparameter positif, hal ini menunjukan bahwa setiap 
terjadi peningkatan kesadaran membayar pajak, maka akan 
berdampak meningkatkan kemauan membayar pajak. 
3) Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan dan pemahaman 
tentang peraturan perpajakan (PPP) adalah berparameter positif, hal 
ini menunjukan bahwa setiap terjadi peningkatan pengetahuan dan 
pemahaman akan peraturan perpajakan, maka akan berdampak 
meningkatkan kemauan membayar pajak. 
4) Nilai koefisien regresi untuk variabel persepsi yang baik atas 
efektivitas sistem perpajakan (PBE) adalah berparameter positif, hal 
ini menunjukan bahwa setiap terjadi peningkatan persepsi yang baik 
atas efektivitas sistem perpajakan, maka akan berdampak 
meningkatkan kemauan membayar pajak. 
5) Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas layanan terhadap wajib 
pajak (KLW) adalah berparameter positif, hal ini menunjukan bahwa 
setiap terjadi peningkatan kualitas layanan terhadap wajib pajak, maka 
akan berdampak meningkatkan kemauan membayar pajak 
Berdasarkan hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 22,922 
> 2,69 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ha diterima, hal 
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ini berarti bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 
pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas 
efektivitas sistem perpajakan dan kualitas layanan terhadap wajib 
pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemauan membayar 
pajak wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. 
Hasil perhitungan untuk nilai Adj. R
2
 dengan bantuan program SPSS 
18.0 for windows, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka 
koefisien determinasi atau R
2
 sebesar 0,733. Hal ini berarti variasi 
perubahan pada kemauan membayar pajak wajib pajak badan yang 
terdaftar di KPP Pratama Boyolali 73,3% dapat dijelaskan oleh faktor 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem 
perpajakan dan kualitas layanan terhadap wajib pajak, sementara 
sisanya sebesar 26,7% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut 
terobservasi. 
Tabel IV.14 
Hasil Uji Ketepatan Parameter Penduga (Uji t) 
No Variabel thitung ttabel P Keterangan 
1. KSD 2,169 2,048 0,039 H1 diterima 
2. PPP 2,067 2,048 0,048 H2 diterima 
3. PBE 2,141 2,048 0,041 H3 diterima 
4. KLW 2,440 2,048 0,021 H4 diterima 




Berdasarkan hasil penelitian tentang kualitas kinerja auditor pada BPKP 
Perwakilan Jawa Tengah dapat ditarik kesimpulan: 
1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama 
Boyolali, sehingga H1 diterima kebenarannya. 
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh 
signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak badan yang 
terdaftar di KPP Pratama Boyolali, sehingga H2 diterima kebenarannya. 
3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di 
KPP Pratama Boyolali, sehingga H3 diterima kebenarannya. 
4. Kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap 
kemauan membayar pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP 
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